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 Abstrak  

 

 

 

 

 

Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu penting dalam pembangunan 

berkelanjutan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali 

dapat menghasilkan AAT melalui oksidasi mineral sulfida, yang berdampak pada 

penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon dioksida 

(CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas 

pengelolaan AAT di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi 
Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Metode yang digunakan adalah 

studi literatur (library research) melalui analisis hasil penelitian, laporan lembaga 

internasional, dan regulasi nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

perusahaan tambang besar telah menerapkan sistem pengelolaan AAT yang relatif 

baik, sementara perusahaan skala menengah dan kecil masih menghadapi keterbatasan 

teknologi, biaya, dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi 

antarinstansi menyebabkan kebijakan lingkungan belum optimal, sehingga 

pencemaran air dan emisi karbon dari sektor pertambangan tetap tinggi. Kajian ini 

menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum 

yang tegas, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat. 

Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara instrumen hukum 
dan pendekatan teknologi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan 

di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Air Asam Tambang, SDG 6, SDG 13, Hukum Lingkungan, 

Pembangunan Berkelanjutan 

 

 

 

 

 Abstract 

Acid Mine Drainage (AMD) management is a critical issue in achieving sustainable 

development in the mining sector. Uncontrolled mining activities can generate AMD 

through the oxidation of sulfide minerals, leading to water quality degradation, 

ecosystem damage, and increased emissions of carbon dioxide (CO₂) and sulfur 

dioxide (SO₂). This study aims to examine the effectiveness of AMD management in 

Indonesia and its relevance to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), 

particularly SDG 6 (Clean Water and Sanitation) and SDG 13 (Climate Action). The 

research employs a literature review methodology, analyzing previous studies, reports 

from international organizations, and relevant national regulations. The findings 

indicate that large-scale mining companies have implemented relatively effective AMD 

management systems, whereas medium and small-scale enterprises still face 

technological, financial, and supervisory constraints. Weak law enforcement and poor 
inter-agency coordination hinder optimal environmental policy implementation, 

resulting in persistent water pollution and carbon emissions from the mining sector. 

This study highlights the importance of environmentally friendly technologies, strict 
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law enforcement, and cross-sector collaboration among government, industry, and 

society. It offers a novel perspective on integrating legal instruments and 

technological approaches to achieve sustainable mining governance in Indonesia. 

. 

 

Keyword : Acid Mine Drainage, SDG 6, SDG 13, environmental law, sustainable 
development 

 

PENDAHULUAN 
Isu pengelolaan lingkungan hidup dalam sektor pertambangan dewasa ini menempati posisi strategis dalam 

diskursus pembangunan berkelanjutan (Robertua, 2020; Arkum, 2024). Kegiatan pertambangan memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun menyisakan jejak ekologis yang kompleks dan sulit 

dipulihkan (Hasid et al., 2022; Nugraha et al., 2024). Salah satu dampak paling serius yang menjadi perhatian global 

adalah Air Asam Tambang (AAT) atau Acid Mine Drainage (AMD), yaitu terbentuknya air bersifat asam akibat 

oksidasi mineral sulfida seperti pirit (FeS₂), yang melarutkan logam berat berbahaya seperti Fe, Cu, dan Mn (Prambudi, 

2021). Fenomena ini mengubah karakteristik kimia air, mengancam ekosistem perairan, dan berdampak pada kesehatan 
masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. 

Secara ideal, pengelolaan tambang harus berjalan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab 

ekologis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

(UU Minerba), serta PP Nomor 22 Tahun 2021. Namun, kondisi aktual menunjukkan kesenjangan yang tajam antara 

norma hukum dan praktik lapangan. Sejumlah penelitian mencatat bahwa pengelolaan AAT di Indonesia masih jauh 

dari ideal (Johar, 2021), dengan lebih dari sepertiga perusahaan tambang belum memiliki fasilitas pengolahan AAT 

yang memenuhi baku mutu lingkungan (KLHK, 2024). 

Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola dan efektivitas 

hukum lingkungan. Banyak dokumen AMDAL disusun hanya sebagai pemenuhan administratif tanpa implementasi 

konkret Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (Johar, 2021). 
Penegakan sanksi administratif dan pidana yang lemah juga menurunkan efek jera bagi pelaku usaha (Wibisana & 

Jonaidi, 2020), sementara kapasitas pengawasan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat masih terbatas (OECD, 

2022). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan AAT berkaitan langsung dengan pencapaian SDG 6 

(Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) (UNEP, 2021; KLHK, 2024). Air yang 

tercemar asam dan logam berat berpotensi menurunkan ketersediaan air bersih, sedangkan gangguan ekosistem dan 

emisi karbon dari proses oksidasi tambang memperburuk risiko perubahan iklim. 

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti pendekatan teknologis maupun ekologis, seperti rekayasa 

biogeokimia dan constructed wetlands (Perala & Mansur, 2022; Fahruddin, 2009). Namun, aspek yuridis, tata kelola, 

dan integrasi hukum-lingkungan masih jarang dikaji secara mendalam. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini 

berupaya mengisi celah konseptual dengan menelaah pengelolaan AAT, efektivitas hukum lingkungan, dan 

kontribusinya terhadap SDG 6 dan SDG 13. Kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi aplikatif terkait penguatan 

penegakan hukum, inovasi teknologi ramah lingkungan, dan kolaborasi multi-stakeholder untuk mendukung tata kelola 
pertambangan berkelanjutan di Indonesia. 

 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan 

untuk menelaah prinsip, norma, serta pelaksanaan hukum lingkungan dalam pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) di 

sektor pertambangan. Fokus analisis diarahkan pada keterkaitan antara efektivitas hukum, kebijakan pengelolaan 

lingkungan, dan pencapaian SDG 6 (Clean Water and Sanitation) serta SDG 13 (Climate Action). 

Data yang digunakan berasal dari kajian kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara (UU Minerba), serta peraturan turunannya seperti PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen ESDM Nomor 

26 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga internasional 

seperti UNEP, OECD, dan KLHK. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung yang 

menjelaskan konsep precautionary principle dan ecological justice. Secara lebih spesifik, literature yang digunakan 

disesuaikan dengan ketentuan yang disajikan pada tabel 1: 
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Tabel 1. Kriteria Literatur yang digunakan 

Aspek Kriteria Inklusi (2010–2025) Kriteria Eksklusi 

Jenis Literatur Studi akademik, jurnal ilmiah, laporan 

resmi pemerintah, publikasi lembaga 

internasional (UNEP, OECD, KLHK) 

Opini, artikel populer, literatur tanpa analisis 

hukum atau data pendukung 

Topik Pengelolaan Air Asam Tambang 

(AAT/AMD) di Indonesia; aspek hukum, 

teknis, atau relevansi SDGs 6 & 13 

Studi yang tidak terkait dengan pengelolaan 

AAT/AMD atau pertambangan di Indonesia 

Periode Publikasi 2010–2025 Sebelum 2010, kecuali relevan secara 

historis 

Bahasa Bahasa Indonesia dan Inggris Bahasa lain tanpa terjemahan resmi 

Konteks Fokus pada praktik pengelolaan, 

regulasi, dan kebijakan terkait AAT 

Fokus pada topik umum pertambangan tanpa 

membahas AAT/AMD 

Dokumen Hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri, serta dokumen 

pendukung yang relevan 

Dokumen hukum tidak terkait lingkungan 

atau pertambangan 

 

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik content analysis (Krippendorff, 2019). Setiap 
data ditelusuri dan dikategorikan berdasarkan tema, yaitu aspek hukum, aspek teknis pengelolaan AAT, serta 

relevansinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Instrumen hukum yang menjadi fokus analisis mencakup 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009), Peraturan Pemerintah tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait 

pengelolaan air asam tambang. Validitas hasil analisis diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, dengan 

membandingkan berbagai referensi akademik, laporan resmi, dan dokumen hukum (Creswell, 2014).  

Tahapan penelitian mencakup empat langkah utama:  

(1) inventarisasi data hukum dan kebijakan terkait AAT,  

(2) analisis literatur akademik dengan menelusuri klausul atau ketentuan terkait pengelolaan AAT,  

(3) klasifikasi tematik berdasarkan isu hukum dan lingkungan serta pencocokan dengan indikator SDGs 6 & 13 

(4) sintesis hasil untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
a. Kondisi Aktual Pengelolaan AAT di Indonesia 

Permasalahan pengelolaan lingkungan di sektor pertambangan merupakan isu yang kompleks karena 
melibatkan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan hukum secara bersamaan (Arkum, 2024). Dalam konteks Indonesia, 

tantangan terbesar terletak pada bagaimana aktivitas tambang yang bersifat eksploitasi sumber daya alam dapat 

dijalankan tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem (Manik, 2013 ; Cerya & Khaidir, 

2021 ; Cadizza & Pratama, 2024). Salah satu bentuk dampak paling serius dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya 

Air Asam Tambang (AAT) yang muncul akibat reaksi oksidasi mineral sulfida seperti pirit dengan air dan udara. Reaksi 

kimia ini menghasilkan air yang sangat asam dan mengandung logam berat berbahaya seperti besi (Fe), mangan (Mn), 

dan tembaga (Cu). Air dengan tingkat keasaman tinggi dapat menurunkan kualitas air tanah, mencemari sungai, dan 

mengganggu kehidupan biota perairan (Widodo, et.al., 2019). 

Dalam tataran ideal, setiap perusahaan tambang berkewajiban mengelola air limbah tambang sesuai kaidah 

teknik pertambangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, serta PP Nomor 22 Tahun 2021. Ketentuan tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan 
bahwa air buangan tambang memenuhi baku mutu lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 

sekitar. Namun, hasil analisis terhadap berbagai laporan resmi menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut 

belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2024) 

memperlihatkan bahwa dari 443 izin usaha pertambangan aktif, hanya sekitar 62% perusahaan yang memiliki sistem 

pengelolaan AAT yang berfungsi efektif, sementara sisanya masih terbatas pada pengelolaan pasif atau bahkan belum 

memiliki fasilitas pengolahan yang memadai. 

Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) 

di Indonesia telah lama menjadi isu krusial dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber 

daya alam. Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti bahwa AAT merupakan hasil reaksi kimia antara mineral sulfida 

dan oksigen yang menghasilkan air dengan tingkat keasaman tinggi serta kandungan logam berat berbahaya (Suryadi & 
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Kusuma, 2019 ; Widodo, et.al., 2019 ; Prambudi 2021). Air asam ini terbukti menurunkan pH perairan, merusak 

keseimbangan biota, dan mencemari sumber air masyarakat sekitar tambang. 

Hasil kajian yang dilakukan oleh Maulida & Purwanti (2023) menunjukkan bahwa perusahaan tambang besar 

seperti PT Freeport Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal telah menerapkan sistem pengolahan AAT berbasis lime 

neutralization dan constructed wetlands. Teknologi ini mampu menurunkan tingkat keasaman air dari pH 3,5 menjadi 

sekitar 6,8–7,0, serta menurunkan kadar logam Fe hingga 80%. Studi lain menemukan bahwa penerapan bioreactor 

sulfate reduction di wilayah tambang batubara Kalimantan Tengah efektif mengurangi kandungan logam berat sebesar 
60–70% dalam waktu tiga bulan operasi (Indra, et.al., 2014 ; Parela & Mansur, 2022 ; Kusdarini, et.al., 2024. Temuan-

temuan ini memperlihatkan bahwa secara teknis, pengendalian AAT dapat dilakukan secara efektif bila disertai 

komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. 

Sebaliknya, penelitian oleh Johar (2021) dan OECD (2022) memperlihatkan bahwa sebagian besar perusahaan 

tambang skala kecil dan menengah belum memiliki sistem pengelolaan AAT yang memadai. Di sejumlah daerah 

tambang batubara di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, air buangan tambang masih ditemukan dengan pH di 

bawah 4,0, disertai tingginya kadar Fe dan Mn yang melebihi baku mutu lingkungan (Widodo, et.al., 2019). KLHK 

(2024) juga mencatat bahwa sekitar 37% perusahaan tambang di Indonesia belum memenuhi kewajiban pengolahan 

AAT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fakta ini menunjukkan masih lemahnya penerapan 

prinsip good mining practice dan rendahnya tingkat kepatuhan lingkungan di lapangan (Arif, 2021). 

 

b. Kelemahan Tata Kelola dan Hukum Lingkungan 

Kesenjangan penerapan sistem pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) di antara perusahaan tambang di 
Indonesia dapat dilihat dari data nasional yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 

2024). Data ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pelaku industri pertambangan telah melaksanakan 

kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice). Berikut 

ditampilkan informasi terkait data pengelolaan Air Asam Tambang di Indonesia: 

 

 
 

Gambar 1. Persentase Pengelolaan Air Asam Tambang di Indonesia (KLHK, 2024) 

 

Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian perusahaan besar telah mengadopsi teknologi 

pengelolaan AAT yang baik, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam penerapannya di tingkat nasional (Said, 

2014). Rendahnya persentase perusahaan yang mengelola AAT secara optimal menggambarkan masih lemahnya 

kepatuhan terhadap kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice). Hasil ini sejalan dengan temuan 

Johar (2021) dan OECD (2022) yang menyebutkan bahwa lebih dari sepertiga perusahaan tambang di Indonesia belum 
memiliki sistem pengolahan air tambang yang memenuhi baku mutu lingkungan. 
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Secara substantif, ketimpangan dalam penerapan pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) di berbagai 

perusahaan menunjukkan bahwa efektivitas hukum lingkungan di Indonesia belum berjalan sepenuhnya (Robertua, 

2020). Banyak perusahaan masih menjadikan pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai formalitas administratif tanpa diikuti pelaksanaan teknis yang konsisten di 

lapangan (Wibisana & Jonaidi, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi sudah tersedia 
dengan cukup komprehensif, penerapannya belum sepenuhnya mampu mengarahkan perilaku industri tambang agar 

selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Arkum, 2024). Oleh karena itu, grafik sebelumnya menegaskan 

pentingnya penguatan aspek implementasi, terutama melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pengawasan lapangan 

yang berkelanjutan, serta penerapan teknologi pengendalian AAT yang terstandardisasi untuk memastikan seluruh 

perusahaan tambang memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. 

Kelemahan dalam penerapan kebijakan pada dasarnya bersumber dari belum optimalnya fungsi penegakan 

hukum dan koordinasi antarinstansi pemerintah. Wibisana dan Jonaidi (2020) menyoroti bahwa efektivitas hukum 

lingkungan sering terhambat oleh lemahnya sinergi antara otoritas pusat dan daerah serta keterbatasan sumber daya 

pengawas. Purwendah (2019) menambahkan bahwa sebagian besar pelanggaran lingkungan hanya diselesaikan melalui 

sanksi administratif tanpa tindak lanjut hukum yang lebih tegas, sementara Chandra (2024) menilai bahwa penegakan 

hukum lingkungan belum mampu membentuk perilaku korporasi yang berorientasi pada kepatuhan ekologis. 

Akibatnya, hukum lingkungan lebih berfungsi sebagai mekanisme korektif administratif ketimbang sebagai instrumen 
perubahan perilaku menuju keberlanjutan. 

 

c. Implikasi Terhadap SDG 6 dan SDG 13 

Implikasi dari lemahnya implementasi hukum tersebut terlihat pada pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 

(Penanganan Perubahan Iklim). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa AAT menjadi salah satu sumber pencemaran 

utama yang menghambat penyediaan air bersih di sekitar kawasan tambang (UNEP, 2021). Selain itu, proses oksidasi 

sulfida yang menjadi penyebab terbentuknya AAT juga melepaskan gas karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida 

(SO₂), yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon di atmosfer (Rachman, et.al., 2004 ; Maharini, 2017 ; 
Budirohmi, et.al., 2025). OECD (2022) memperkirakan bahwa sektor pertambangan mineral dan batubara menyumbang 

sekitar 7% dari total emisi karbon industri global. Dengan demikian, pengelolaan AAT secara terpadu bukan hanya 

upaya teknis untuk menekan pencemaran air, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mendukung agenda aksi 

iklim dan pencapaian SDG 6 serta SDG 13. 

Hubungan antara Air Asam Tambang (AAT) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dipahami secara 

lebih komprehensif melalui diagram konseptual pada gambar 2 berikut: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2. Kontribusi Air Asam Tambang terhadap SDG 6 dan SDG 13 

 

Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa pembentukan AAT berawal dari proses oksidasi mineral sulfida seperti 

pirit (FeS₂) akibat kontak antara batuan tambang dengan air dan udara. Reaksi ini menghasilkan air dengan tingkat 
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keasaman tinggi dan kandungan logam berat yang tinggi, yang kemudian mengalir ke lingkungan sekitar tambang 

(Wahyudin. Et.al., 2018 ; Fahruddin, 2022). Dampak utama dari proses ini adalah pencemaran air, ditandai oleh 

turunnya pH air hingga di bawah batas aman dan meningkatnya kadar logam Fe, Mn, dan Cu (Suryadi & Kusuma, 2019 

; Sitorus, et.al., 2024). Kondisi ini mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, menurunkan kualitas air tanah, serta 

mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pencemaran akibat AAT secara langsung 
berkaitan dengan pencapaian SDG 6, yang menargetkan tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua 

(Statistik, 2014. 

Selain berdampak terhadap kualitas air, reaksi kimia yang menyebabkan terbentuknya AAT juga berkontribusi 

terhadap peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Gas-gas ini merupakan bagian dari emisi 
yang mempercepat proses pemanasan global dan memperburuk perubahan iklim (KLHK, 2024; UNEP, 2021). Dengan 

demikian, AAT tidak hanya menjadi persoalan lokal pada wilayah tambang, tetapi juga berimplikasi global terhadap 

perubahan iklim yang menjadi fokus SDG 13 (Statistik, 2014). 

Secara konseptual, diagram tersebut menegaskan bahwa pengelolaan AAT memiliki kontribusi ganda terhadap 

pembangunan berkelanjutan. Upaya pengendalian AAT melalui teknologi pengolahan air tambang yang efektif tidak 

hanya memperbaiki kualitas air, tetapi juga berperan dalam mitigasi emisi karbon. Dengan demikian, keberhasilan 

pengelolaan AAT akan secara langsung mendukung dua sasaran global utama, yaitu pemenuhan akses terhadap air 

bersih (SDG 6) dan penguatan aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13). 

Penelitian Maulida & Purwanti (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem constructed wetlands 

berbasis vegetasi alami tidak hanya menurunkan tingkat keasaman air, tetapi juga berfungsi sebagai penyerap karbon 
melalui fotosintesis tanaman air. Pendekatan ini menegaskan bahwa strategi pengelolaan AAT yang berbasis ekosistem 

dapat memberikan manfaat ganda: mengurangi pencemaran dan memperkuat mitigasi perubahan iklim (Iwan, 2021). 

Selain itu, hasil kajian menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan teknis dan regulasi hukum untuk memastikan 

pengelolaan lingkungan tambang berjalan secara konsisten dan terukur. 

Beberapa studi internasional juga mendukung pandangan tersebut. Beberapa penelitian asing (Tong , et.al., 

2021 ; Yuan et al., 2022 ; Zhang, et.al., 2023) di China dan Kim & Park (2022) di Korea Selatan melaporkan bahwa 

penerapan sistem acid mine drainage treatment plant yang disertai mekanisme audit lingkungan tahunan terbukti 

menurunkan pencemaran air tambang secara signifikan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Di 

Kanada, Kaiyogana, et.al., (2021) menemukan bahwa pengawasan berbasis masyarakat (community monitoring system) 

dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan tambang hingga 40%. Pembelajaran dari berbagai negara 

ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan AAT tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga 
pada keberlanjutan sistem hukum dan partisipasi publik yang kuat. 

 

d. Strategi Perbaikan Kebijakan 

Secara umum, hasil sintesis literatur memperlihatkan bahwa pengelolaan AAT di Indonesia telah memiliki 

kerangka hukum yang cukup komprehensif, namun implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama terletak 

pada lemahnya penegakan hukum, minimnya kapasitas teknis di daerah, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam 

pengawasan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi antara instrumen hukum, teknologi pengolahan air tambang, dan 

mekanisme partisipatif menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola AAT secara berkelanjutan. Penguatan hukum 

lingkungan di sektor pertambangan tidak cukup hanya dengan memperbanyak regulasi, tetapi harus disertai peningkatan 

kapasitas institusional serta penerapan teknologi ramah lingkungan, sejalan dengan gagasan ecological justice yang 

menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai hak dasar masyarakat dan tanggung jawab moral negara. 

Dalam konteks strategi, pengelolaan AAT yang efektif memerlukan pendekatan terpadu dan berlapis. 
Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah menjadi prioritas, termasuk peningkatan kompetensi 

teknis petugas pengawas dan ketersediaan sarana monitoring yang memadai. Selain itu, penerapan teknologi 

pengolahan air tambang yang terbukti efektif, seperti lime neutralization, constructed wetlands, dan bioreactor sulfate 

reduction, perlu distandarisasi dan disosialisasikan ke seluruh perusahaan tambang, tidak hanya perusahaan besar. 

Mekanisme partisipasi masyarakat dan audit lingkungan berbasis komunitas juga harus diperluas, sehingga transparansi 

dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan AAT meningkat. Dengan strategi terpadu ini, kebijakan hukum tidak hanya 

menjadi formalitas administratif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku korporasi menuju kepatuhan ekologis, 

sekaligus mendukung pencapaian SDG 6 dan SDG 13 secara konsisten. 

 

KESIMPULAN 
Kajian ini menegaskan bahwa pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu strategis yang 

menentukan keberlanjutan sektor pertambangan di Indonesia. Keberhasilan pengelolaan AAT tidak hanya diukur dari 

efektivitas teknologinya, tetapi juga dari sejauh mana hukum lingkungan mampu ditegakkan secara konsisten dan 

kolaboratif. Penguatan tata kelola lingkungan di sektor pertambangan menjadi kunci dalam mendukung pencapaian 

SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Dengan demikian, pengelolaan 
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AAT harus dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban 

teknis perusahaan. 

Secara strategi, upaya menuju pengelolaan AAT yang berkelanjutan memerlukan tiga fondasi utama: 

penegakan hukum lingkungan yang efektif, penerapan inovasi teknologi pengolahan yang adaptif, dan kolaborasi lintas 

sektor yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, serta masyarakat. Ketiganya menjadi prasyarat bagi 
terwujudnya pertambangan yang berdaya saing, bertanggung jawab, dan berkeadilan ekologis. Keterbatasan penelitian 

terletak pada pendekatan konseptual yang belum didukung data empiris lapangan. Arah penelitian lanjutan dapat 

difokuskan pada evaluasi implementasi hukum lingkungan di perusahaan tambang dengan metode observasi dan 

wawancara mendalam. 
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